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PUTUSAN
Nomor  163/Pdt.G/2016/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Maninjau  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  antara: 

Marini  Susanti  binti  Suherman,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SMP,  pekerjaan  Jualan,  tempat  tinggal  di  Jorong  Tanjuang

Batuang,  Kenagarian  Duo  Koto,  Kecamatan  Tanjung  Raya,

Kabupaten Agam, sebagai Penggugat;

melawan

Erwin bin Amrizal,  umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal  di  Jorong  Sungai  Baye,  Kenagarian

Sungai  Rumbai,  Kecamatan  Sungai  Rumbai,  Kabupaten

Dhamasraya , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

 Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 17

Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register

induk  perkara  gugatan  Pengadilan  Agama  Maninjau  Nomor

163/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil  sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang  telah

menikah pada tanggal  16 Juli  2009 di  Masjid  Kampung Baru Kecamatan

Sungai  Rumbai  sebagaimana  tercatat  dalam  Kutipan  Akta

Nikah:238/17/VII/2009,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dhamasraya

tanggal 17 Juli 2009;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di

rumah  orang  tua  Tergugat  di  Jorong  Sungai  Baye,  Kenagarian  Sungai

Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dhamasraya sampai pisah

rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya

suami isteri, telah di karuniai satu orang anak yang bernama Aurelia, lahir

tanggal 05 Oktober 2010;

4. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang  berjalan  rukun  dan

harmonis  hanya  6  bulan,  setelah  itu  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang disebabkan oleh: 

4.1. Tergugat  selalu  berkata  kasar  kepada  Penggugat  dan  menyalahkan

Penggugat  karena  Penggugat  tidak  kunjung  hamil,  Tergugat

mengatakan kalau Penggugat mandul, sehingga hal ini menyakiti hati

Penggugat,  dan  hal  tersebut  sering  menjadi  pemicu  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

4.2. Ketika  Penggugat  dinyatakan  hamil,  Tergugat  melarang  Penggugat

bertemu dengan orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat

sembunyi-sembunyi ketika ingin bertemu Penggugat;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi pada bulan April  2010 yang disebabkan karena Tergugat menyuruh

Penggugat  mengambil  selimut  di  atas lemari,  namun Penggugat  menolak

dengan alasan Penggugat  sedang dalam keadaan hamil  3  bulan,  namun

Tergugat malah marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat, melihat

sikap Tergugat yang demikian Penggugat tidak tahan lagi;

6. Bahwa  setelah  kejadian  tersebut  Penggugat  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman  bersama  dan  sekarang  tinggal  di  Jorong  Tanjuang  Batuang,

Kenagarian  Duo  Koto,  Kecamatan  Tanjung  Raya,  Kabupaten  Agam

sedangkan  Tergugat  masih  tinggal  di   Jorong  Sungai  Baye,  Kenagarian

Sungai Rumbai,  Kecamatan Sungai  Rumbai, Kabupaten Dhamasraya dan

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang

sampai sekarang sudah lebih kurang 6 tahun lamanya;
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7. Bahwa antara Penggugat  dengan Tergugat,  serta  pihak keluarga masing-

masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  tidak  mungkin  untuk  diteruskan  lagi,  sehingga  Penggugat

berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan  tersebut  diatas,  Penggugat  mohon

kepada  Yth.  Ketua  c/q.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Maninjau  untuk

menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak

dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro  Tergugat  terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabilan majelis hakim berpendapat lain mohon putusan  yang seadil-

adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

menghadap  ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

sesuai  dengan relaas panggilan  Nomor  163/Pdt.G/2016/PA.Min , tanggal  27

Oktober 2016  dan  30 Nopember 2016, dan  ketidakhadiran Tergugat tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan

nasehat  kepada Penggugat  agar  bersabar  dan menunggu Tergugat  kembali

serta  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  akan  tetapi

Penggugat  tetap  dengan  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  dan  upaya  damai

melalui  mediasi  tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  mengajukan

bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;
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A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Marini  Susanti (Penggugat)

NIK 1306036303810003 yang dikeluarkan oleh  Pemerintah Kabupaten

Agam,  Provinsi  Sumatera  Barat  tanggal  17  Mei  2012  yang  telah

dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/17/VII/2009  yang dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Rumbai,  Kabupaten  Damasraya  tanggal  tanggal  17  Juli   2009,  telah

dinazegelen dan dileges,  setelah dicocokkan dengan aslinya  ternyata

cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi: 

1. Ratna  Yusni  binti  Jusad,  umur  69  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  PGA,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di

Jorong  Tanjung  Batuang,  Kenagarian  Duo  Koto,  Kecamatan  Tanjung

Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

tentang  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai

berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Penggugat famili   saksi,  dan Tergugat yang bernama Erwin adalah

suami Penggugat;

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  membina

rumah tangga di tinggal di Sungai Rumbai, Kabupaten Dhamasraya;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat   sudah dikaruniai   satu  orang

anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sejak  awal

tahun  2010  tidak rukun  dan  tidak harmonis  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya dengan

pasti, tapi yang saksi ketahui Penggugat pulang kampung sendirian ke
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Jorong Tanjung Batuang, Kenagarian  Duo Koto,  Kecamatan Tanjung

Raya, Kabupaten Agam, tanpa diantar oleh Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat di kampung, Tergugat ada pulang ke

kampung  sewaktu  Penggugat  melahirkan  tetapi  tidak  begitu  lama

Tergugat  di  kampung  kemudian  Tergugat  pergi  ke  Sungai  Rumbai

Dhamasraya dan  tidak pernah kembali lagi  sampai sekarang;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

kediaman bersama sudah  lebih  5 tahun yang lalu;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah

tempat kediaman bersama saksi juga tidak mengetahuinya

- Bahwa  keluarga  kedua  belah  pihak  tidak  pernah  berusaha

merukunkan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat   karena

Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan

saksi sendiri ;

2. Yosrianto  bin  Suherman,  umur  39  tahun,  agama  Islam,

pendidikan S.1 UNP,  pekerjaan  PNS Guru Olah Raga, bertempat tinggal

di  Jorong Koto Gadang,   Kenagarian  Koto Gadang VI Koto,  Kecamatan

Tanjung  Raya,  Kabupaten  Agam,  di  bawah  sumpahnya   memberikan

keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Penggugat adik kandung  saksi, dan Tergugat yang bernama Erwin

adalah adik ipar saksi;

- Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  membina

rumah tangga di tinggal di Sungai Rumbai, Kabupaten Dhamasraya;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat   sudah dikaruniai   satu  orang

anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sejak

Penggugat  mulai  hamil  (awal  tahun  2010)  tidak  rukun  dan  tidak

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  adalah  karena  Tergugat

menempatkan Penggugat satu rumah dengan famili (nenek) Tergugat,

ditambah lagi  Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk

Penggugat  bahkan  biaya  operasi  Pengggugat  melahirkan  saksilah

yang membayarnya;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

kediaman bersama sudah  lebih  6 tahun yang lalu;

- Bahwa  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  pisah  rumah  saksi

tidak mengetahuinya, tetapi yang saksi ketahui, sewaktu Penggugat

melahirkan (akhir tahun 2010), Tergugat ada pulang ke kampung di

Jorong Tanjung Batuang, Kenagarian Duo Koto,  Kecamatan Tanjung

Raya,  Kabupaten Agam satu bulan Tergugat  di  kampung kemudian

Tergugat pergi ke  Sungai Rumbai Damasraya  dan tidak kembali lagi

sampai sekarang;

- Bahwa  keluarga  kedua  belah  pihak  tidak   pernah  berusaha

merukunkan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat   karena

Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan

saksi sendiri ;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  telah  mencukupkan  alat  buktinya,

kemudian  menyampaikan  kesimpulan  akhir  secara  lisan  yang  menyatakan

bahwa dalil gugatannya telah  dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon

dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

 Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga

negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
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huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

kembali  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini  menjadi

wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Jorong

Tanjuang  Batuang,  Kenagarian  Duo  Koto,  Kecamatan  Tanjung  Raya,

Kabupaten Agam ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  tersebut  Penggugat

mengajukan  bukti  P.1  yang  merupakan  fotokopi  dari  akta  autentik  yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,

telah  dinazegelen  dan  dileges,  serta  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  dan

isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Jorong Tanjuang

Batuang, Kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  terbukti  Penggugat  adalah

penduduk  Jorong  Tanjuang  Batuang,  Kenagarian  Duo  Koto,  Kecamatan

Tanjung Raya, Kabupaten Agam   sesuai dengan alamat yang tertera di dalam

gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh

karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

diubah  kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan  Agama,  Pengadilan  Agama  Maninjau  berwenang  menerima  dan

mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap

dan tidak pula mengutus  orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan

yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas

panggilan  Nomor  163/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal  27 Oktober 2016  dan  30

Nopember 2016, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg,

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang,  bahwa  berhubung  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka

upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg,
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dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi  di

pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan

nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya Penggugat  mendalilkan bahwa

Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  di  Masjid  Kampung  Baru

Kecamatan Sungai Rumbai  pada tanggal 16 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di

atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,

telah  dinazegelen  dan  dileges,  serta  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  dan

isinya  menunjukkan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  pada

tanggal 16 Juli 2016;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  harus

dinyatakan  bahwa  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  harus

dinyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  mempunyai  dasar  hukum,  dan

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang,   bahwa  yang  menjadi  dalil  gugatan  Penggugat   untuk

bercerai  dengan Tergugat   adalah karena rumah tangga Penggugat  dengan

Tergugat sejak bulan Februari 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana telah terurai di

atas dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2010

antara Penggugat  dengan Tergugat  telah berpisah tempat tinggal  dan pihak
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keluarga  tidak  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Penggugat sudah tidak mau berbaik kembali dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil  gugatannya

tersebut,  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  berupa  dua  orang  saksi

sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang,  bahwa  dua  orang  saksi  yang  diajukan  Penggugat

di persidangan, telah memenuhi  syarat formil,  karena telah memenuhi  batas

minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi,  serta

masing-masing  telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang

apa yang dilihat dan didengarnya sendiri; 

Menimbang,  bahwa  secara  materil  saksi-saksi  tersebut  telah

memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta

relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  harus

dinyatakan  bahwa  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat

materil saksi, oleh karena itu sesuai  dengan  ketentuan Pasal 171-172 R.Bg

yuncto Pasal  22 ayat  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  dan

kesaksiannya  telah  diberikan  di  bawah  sumpah  sesuai  dengan ketentuan

Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti

yang sah di persidangan;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  dan

pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2010

tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

b. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010;

c. Bahwa  pihak  keluarga  tidak  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Penggugat  sudah  tidak  mau  berbaik  kembali  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  fakta  tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal
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19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975  jo. Pasal  116 huruff

Kompilasi  Hukum  Islam  tahun 1991,  yaitu  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan    tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga  (onheelbaare tweespalt),

selain  itu  sekarang  Penggugat  dan Tergugat  telah  pisah rumah,  atas  dasar

tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah berada dalam kondisi pecah  (broken marriage) dan sudah sulit

untuk dipertahankan lagi; 

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran

tersebut   yang   berakibat   terjadinya  ketidak   harmonisan  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor  38 K/AG/1990  tanggal 5

Oktober 1991 yang  mengandung abstraksi  hukum   bahwa   tidak   perlu   lagi

mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,

melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan

sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak

yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka

berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  22  Maret  1997  yang

mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari

rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali

seperti  semula,  berarti  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

keduanya; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan kondisi  tersebut,  maka dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan

perkawinan, sebagaimana  penafsiran  “a contrario”  dari  ketentuan  Pasal 1

Undang-Undang Nomor  1 Tahun  1974  dan Pasal 3  Kompilasi Hukum Islam

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta   Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat

Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
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لل           لع لج لو لها يي لل إإ ننوا نك يس لت لل ججا لوا يز أ
ل يم نك إس نف أن

ل ين لم نكم لل لق لل لخ ين أ
ل إه إت ليا لءا ين إم لو

لمة   يح لر لو جة دد لو دم نكم لن يي لب

Artinya : Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa 

kasih dan sayang. 

Menimbang,  bahwa  dari  apa  yang  diuraikan  di  atas,  maka  Majelis

berpendapat  pintu perceraian dapat  dibuka guna menghindarkan para pihak

dari  kemelut  rumah  tangga  yang  berkepanjangan  yang  akan  membawa

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

tetap dipertahankan, sedangkan kemaslahatan harus diutamakan sebagaimana

kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

لمصالح         ا جلب من ولى أ سد المفا درأ

Artinya :  Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan  (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

dari  Kitab  Ghayatul  Maram  halaman  162 yang  selanjutnya  diambil  alih

sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

 القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

                                   طلقة
Artinya:  Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian

memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan

talak satu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai

dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,  jo  Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116  huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat  untuk bercerai dengan Tergugat

dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006  dan  diubah kembali dengan Undang-Undang
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Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka  secara  ex

officio Majelis  memerintahkan  Panitera Pengadilan  Agama  Maninjau  untuk

selambat-lambatnya  dalam  waktu  30  hari,  mengirimkan  salinan  putusan  ini

setelah  berkekuatan  hukum  tetap,  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama  Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,  yang merupakan

tempat tinggal istri  (Penggugat),  untuk mendaftarkan putusan cerai gugat  ini

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  masuk  dalam bidang  perkawinan

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  dan  diubah

kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan

Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Erwin bin Amrizal)  terhadap

Penggugat (Marini Susanti binti Suherman);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan

salinan  putusan  ini  setelah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanjung  Raya,

Kabupaten Agam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sejumlah  Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima

ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan

Agama Maninjau pada hari  Senin tanggal  19 Desember 2016 M bertepatan

dengan  tanggal  20  Rabiulawal  1438  H,  oleh  Drs.  H.  Arnel, Ketua  Majelis,

Efidatul  Akhyar,  S.  Ag.  dan  Zainal  Ridho,  S.  Ag.,  M.H.,  Hakim-Hakim

Anggota,  yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  Maninjau  untuk

memeriksa  perkara  ini,  dan  dibacakan  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dalam
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga  didampingi  Efidatul  Akhyar,

S.Ag. dan Zainal Ridho, S. Ag., M.H., Hakim-hakim Anggota serta As'ad, S.H.I

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota

Zainal Ridho, S. Ag., M.H.
Panitera Pengganti

As'ad, S.H.I
 PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp   30.000,00
1.ATK Perkara : Rp   50.000,00
2.HHKL.11.3 : Rp   10.000,00
3.Panggilan Penggugat : Rp   80.000,00

4. Panggilan Tergugat : Rp 364.000,00

5. Redaksi : Rp     5.000,00
6.Meterai : Rp     6.000,00

Jumlah  : Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima

ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


